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<p style="text-align: justify;">Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan
salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di
Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif
pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu
metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya
peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaituAA
dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung
dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara garis besar penelitian ini
disimpulkan bahwa apabila terdapat wajib pajak tidak mampu melakukan pembayaran pajak PBB maka
terdapat suatu bentuk perlindungan hukum akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras
Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang K etentuan
Umum Perpajakan melalui proses permohonan banding administratif yang diajukan ke Kepala Daerah serta
penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya
yang mana akan menimbulkan pemikiran bahwa |lahirnya kebijakan ini untuk memberikan semacam insentif
bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan
menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya dikemudian
hari.</p><hr /><p style="text-align: justify;">Land and building tax of Rural and Urban Areasis one of the
biggest tax incomes for infrastructure development in Bekasi City. Thisthesis discusses about The Analysis
on The Major of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 Concerning Removal of Land and Building Tax.
The discussion is mainly focused on the implemented issue by using qualitative method. This normative
legal research was done by using secondary data, such as books, legislation and supported by interview
result with the related parties. Based on the research, It concludes that if taxpayer could not do their
responsibility for the paid land and building tax, the tax payer could get the legal protection contained in
regulation number 28 of 2019 regarding local taxes and retributions, regulation number 30 of 2014
concerning government administration, regulation number 14 of 2002 concerning tax court, and regulation
that concerning general tax certainty, through the application letter for remission from land and building tax
and administrative appeal to The Mayor of Region and the research al so discusses about the impact of the
implementation from this regulation which tax payer can be provided by the regulation to give incentive for
taxpayer from the negligent of doing their responsibility. So it might cause the non-compliance of the tax
payer for doing the regulation at the another time</p>
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